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Abstract 

This study attempts to analyze how the age restrictions for underage marriage 

are studied according to Islamic law and UU no. 16 of 2019 which is a case 

study at Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah. This study is a normative study 

carried out by researchers by reviewing and studying materials in the form of 

regulations and laws relating to age limits for marriage to minors. The results of 

the research show that in Islamic law, the minimum age limit for a person to enter 

into marriage is not stated explicitly, but refers to the meaning of puberty, namely 

that a person is considered an adult if they have had a wet dream (ihtilam) for 

men and experienced menstruation for women and experienced signs of other 

signs. Meanwhile, according to marriage law, the minimum age for a person to 

get married is 19 years for both men and women. 
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Abstrak 

Kajian ini berusaha menganalisa tentang bagaimana pembatasan usia 

perkawinan di bawah umur yang dikaji menurut hukum Islam dan uu No. 16 

tahun  2019  yang  merupakan  studi  kasus  di  Dayah  Markaz  Al-Ishlah  Al- 
‘Aziziyah. Kajian ini adalah kajian normative yang dilakukan peneliti dengan 
cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan 

dan undang-undang yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan di 

bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, batas 

usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak 

disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu pada makna baligh yaitu seseorang 

dianggap dewasa apabila pernah bermimpi basah (ihtilam) bagi laki-laki dan 

mengalami haidh bagi perempuan serta mengalami tanda-tanda lainnya. 

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan usia minimal seseorang untuk 

dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun 

perempuan. 
 

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Islam; Undang-undang.
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A. Pendahuluan 
 

Perkawinan (pernikahan) merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku 

pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan 

dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat 

dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling 

berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. 

Di dalam agama Islam, perkawinan dapat diartikan suatu perjanjian suci 
 

yang   dilakukan   oleh   laki-laki   dan   perempuan   yang   ingin   melanjutkan 

hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk 

menyatakan  bahwa  sudah  siap  untuk  membangun  rumah  tangga.  Hal  ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri 

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang 

dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga bahagia. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat 

dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul. 

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas 

pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki 

tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. 

Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah 

melaksanakan  perintah  Allah.  Dengan  melaksanakan  perintah  Allah,  maka 

umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini 

menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi Umat Muslim yang sudah 

menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan utama menikah lainnya 

adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama   dan   

menua   bersama   hingga   menghembuskan   nafas   terakhir. Terjadinya suatu 

pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati 

menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan 

seseorang menjadi lebih tentram.
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Perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi 

diindonesia dan rata-rata mereka masih kalangan remaja. Dampaknya pun 

bermacam-macam, mulai dari yang positif maupun negatif. Ada berbagai alasan 

yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, baik dilakukan secara 

sengaja ataupun secara tidak disengaja. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

perkawinan di bawah umur lebih diakibatkan oleh hamil diluar nikah, faktor 

ekonomi maupun pendidikan. 

Batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi  seorang  wanita  untuk  kawin, 
 

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas 

umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang 

menetukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita. 

Sebelumnya,  pemerintah  hanya  mengatur  batas  usia  minimal  perempuan 

untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam undang- undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian undang-undang tersebut 

direvisi menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk 

menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki- 

laki. 
 

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 
 

2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

telah memberikan maslahat yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun 

bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun 

bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun undang-undang perkawinan dan 

instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menentukan batas 

umur minimal untuk mengadakan perkawinan, ini tidak berarti bahwa kalau 

calon mempelai belum mencapai umur tersebut sama sekali tidak dapat kawin, 

sebab pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan memungkinkan untuk meminta  

dispensasi  pada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh kedua orang 

tua pihak pria maupun wanita. Pemberian dispensasi perkawinan
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oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai 

yang akan melangsungkan perkawinan. 

Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk 

melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, seseorang 

dianggap dewasa (aqil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan 

keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. 

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. 

hal ini dapat memberi kelonggaranbagimanusiauntuk mengatur batas umur 

minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan. 

Maka bisa kita simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki 
 

dua pandangan yang berbeda dari segi Hukum Islam dan undang-undang, di 

dalam hukum Islam tidak mengatur tentang batas usia minimal untuk dapat 

melangsungkan  perkawinan,  sedangkan  di  dalam  undang-undang  No.  16 

tahun 2019 mengatur batas umur minimal untuk dapat melangsungkan 

perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Walaupun 

undang-undang  telah  mengatur  batas  usia  minimal  untuk  dapat 

melangsungkan perkawinan, namun masih banyak anak-anak yang melakukan 

perkawinan di bawah umur dengan berbagai faktor penyebab masing-masing 

anak. 

 

B. Metode Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari 

bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan dan undang-undang yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku- 

buku  dan  bahan  kepustakaan  lainnya.  Yang  terakhir  penulis menggunakan 

penelitian  kasus  (case  study), yaitu dengan  cara  mewawancarai  orang-orang 

yang terkait dengan pembahasan.
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Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian guna 

untuk mendapatkan berbagai data primer atau dapat dikatakan penelitian 

empiris atau sosiologis, di mana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-

hasil   pengumpulan   data   yang   didapat   dari   para   informan   atau 

narasumber yang telah ditentukan. Informan tersebut di antaranya adalah para 

pengajar di sejumlah pesantren atau dayah setempat yang melakukan 

pernikahan di bawah umur atau umur pasangan yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum. 

 

C. Kajian Pustaka 
 

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 
 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melakukannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan  adalah  perjanjian  suci  yang 

kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, 

saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan 

perempuan  yang  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  laki-laki.  Perkawinan 

sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara laki-laki dan 

perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa 

saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. 

Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Namun ada juga 

perkawinan terjadi tanpa ada rasa cinta, biasanya hal tersebut disebabkan oleh 

perjodohan. 

Menurut   Abu   Zahrah   perkawinan   dapat   menghalalkan   hubungan 
 

biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka 

laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling 

dipenuhi satu sama lainnya sesuai syari’at  Islam. Hak adalah sesuatu yang 

harus diberi atau didapatkan dari seseorang (suami/ istri) untuk kita, sedangkan 

kewajiban adalah sesuatu yang wajib atau harus kita lakukan untuk seseorang  

(suami/istri).  Nikah  (kawin)  adalah  akad  atau  perjanjian  yang
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menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai  suami  istri.  perkawinan  merupakan  suatu  ibadah  terpanjang,  yang 

mana di dalamnya terdapat perbuatan atau hubungan seksual antara suami 

dan istri, yang apabila hubungan seksual tersebut dilakukan setelah adanya 

perkawinan, maka akan mendapatkan pahala, namun apabila perbuatan atau 

hubungan suami istri tersebut dilakukan sebelum adanya perkawinan, maka 

akan mendapatkan dosa karna telah melakukan zina. 

Meskipun   pada   dasarnya   Islam   menganjurkan   untuk   melakukan 
 

perkawinan, namun apabila ditinjau dari kondisi orang yang melaksanakan serta 

tujuannya, maka melakukan perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunnah, 

haram, makruh dan mubah. 

 

a. Perkawinan yang wajib 
 

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai 

keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan 

serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan mudah tergelincir untuk 

berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah: apabila menjaga diri dari 

perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri 

itu hanya akan terjamin dengan jalan perkawinan, maka bagi orang 

itu melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib sesuai dengan kaidah: 

ا ِ  جب فِ  هِ   ِ  و   
اِ  لاِ  به  

ِ  م لااوا ِ  ج  
ِ  مالاِ  يِ  ت

“Sesuatu  yang  wajib  tidak  sempurna  kecuali  dengannya,  maka  sesuatu  itu 

hukumnya wajib juga. 
 

 

Dari uraian tersebut penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah 

wajib hukumnya untuk orang yang telah mampu baik spiritual ataupun 

materi untuk memikul beban kewajiban dalam perkawinan, ia juga 

mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan perkawinan, serta  

bagi  orang  tersebut  ditakutkan  akan  berbuat  zina  apabila  tidak kawin.
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b. Perkawinan yang sunnah 
 

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan 

kuat  untuk  kawin  dan  telah  mempunyai  kemampuan  untuk 

melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, 

tetapi apabila tidak segera kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. 

 

c.  Perkawinan yang haram 
 

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan 

serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 

kewajiban-kewajiban  hidup  perkawinan,  sehingga  apabila  kawin  juga 

akan berakibat menyusahkan istrinya. 

 

d. Perkawinan yang makruh 
 

Perkawinan makruh hukumnya bagi seorang yang tidak mampu 

memberi  nafkah  kepadaistrinya  meskipun  si  wanita  pada  faktanya  ia 

lebih kaya dari si pria. Perkawinan adalah makruh bagi seseorang yang 

memang tidak menginginkan untuk kawin, baik karena perwatakannya 

demikian ataupun karena penyakit. Ia juga tidak memiliki kemampuan 

untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan kawin, 

dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak dapat 

tertunaikan. 

 

e.  Perkawinan yang mubah 
 

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, 

tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan 

andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan 

kewajibannya kepada istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk 

memenuhi syahwat dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina 

keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.
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Dalam hal perkawinan, Allah Swt memerintahkan hambanya tentu ada 

tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun 

tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci 

Al-Qur’an seperti: untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, untuk 

menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, 

untuk melaksanakan ibadah, dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Adapun   

ayat   Al-Quran   dan   hadits   yang   menjelaskan   tentang   tujuan pernikahan 

adalah QS. Ar-rum ayat 21: 

ومن  ءايته ۦأن خلق  لكم من أنفسكم أزوجا  لتسكنوا  إليها وجعل بينكم ومدة  
 

أ يت لقوم يتفكرون     ١٢ ِ  إن في ذلك ل   ِ  
ورحمة  

 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram 
kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, 
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21). 

 

 

Mengacu pada kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan 

memelihara keturunan” adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan Al- 

Qur’an   menjelaskan   bahwa   memperoleh   keturunan   adalah   bagian   dari 

berumah tangga. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah Al-Furqan 

ayat 74: 
 

وٱلذين يقولون ربنا هب لنا من أزوجنا وذريتنا قرة أعين وٱجعلنا للمتقين إامما    ٤٧  
 

Artinya: “Dan orang-orang  yang berkata Ya tuhan  kami.  Anugerahkanlah kepada 
kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan 

jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Furqan 
[25]: 74). 

 

 

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 
 

Muslim dari Abdullah ibnu Mas’ud RA.: 
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Artinya:  “Wahai  pemuda  semuanya,  barangsiapa  di  antara  kamu  telah  mampu 
memikul biaya perkawinan hendaklah kawin, sebab perkawinan itu lebih 
mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga 
kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah 
berpuasa (shaum), sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) 
yang mampu menahannya dari perbuatan zina”. 

 

 

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 
 

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Para pengikut 

imam Hanafi dan sebagian para pengikut imam hanbali berpendapat bahwa 

rukun pernikahan adalah shighat (pernyataan serah terima), yaitu serah terima  

sebagaimana  unsur  dalam pernyataan-pernyataan transaksi  apa  saja. Pengikut 

imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shighat, suami, 

istri, wali, dan dua orang saksi. Sementara itu, pengikut imam malik berpendapat 

bahwa rukun pernikahan adalah shighat, wali, pelaku (suami dan istri), dan 

mahar. Sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga, yaitu 

shighat, pelaku (suami dan istri), dan wali. Berdasarkan hal ini, rukun 

pernikahan secara syar’i adalah shighat, akad, dan suami istri. 

Dalam  proses  akad  nikah,  terdapat  beberapa  rukun  dan  syarat  yang 
 

harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, 

terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari 

segi  hukum.  Kedua  kata  tersebut  mengandung  arti  yang  sama  dalam  hal 

bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan 

misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak 

sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat, 

yaitu apabila rukun harus ada dalam satu amalan dan dia merupakan bagian 

yang hakiki dari amalan tersebut. 

Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan, tetapi 

dia bukan bagian dari amalan tersebut. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada 

yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk
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wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki- 

laki/perempuan dalam perkawinan. 

 

3. Perkawinan  Menurut  Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang 
 

Perkawinan 
 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita  sebagai  suami  istri.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  ikatan batin 

adalah hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak tampak, namun ikatan batin 

itu merupakan suatu ikatan-ikatan yang penting agar ikatan lahir makin kuat. 

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar yang kokoh untuk membina 

satu keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkwinan tersebut 

harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. 

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan  keluarga  yang  kekal  

itu  harus  berdasarkan  ketuhanan  yang maha esa sebagai asas pertama dari 

pancasila. 

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada 
 

usia dini (belum mencapai usia dewasa), atau di bawah usia yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang No. 16  tahun 2019 

telah   ditetapkan   bahwa   batas   minimal   usia   untuk   dapat   melakukan 

perkawinan adalah 19 tahun bagi wanita maupun pria. Apabila melakukan 

perkawinan di bawah usia tersebut, maka perkawinan itu disebut perkawinan 

di bawah umur. 

Kelahiran undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah 

memenuhi cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengatur syarat- 

syarat perkawinan secara nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara 

Indonesia. Karena undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

memberi landasan-landasan hukum perkawinan nasional di dalam membentuk 

rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. 

Undang-undang  perkawinan  telah  menampung  di  dalamnya  unsur- 
 

unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari
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yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau 

asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 

Ada  6  asas  yang  prinsipil  dalam  Undang-undang  Perkawinan,  yaitu 

sebagai berikut: 

1.) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
 

Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

2.) Dalam    undang-undang    No.    1    Tahun    1974    tentang    perkawinan 
 

menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 

di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3.) Undang-undang   ini   menganut   asas   monogami.   Hanya   apabila   ia 
 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 

bersangkutan   mengizinkan   seorang   suami   dapat   beristri   lebih   dari 

seorang. 

4.) Undang-undang  perkawinan ini  menganut  prinsip bahwa  calon  suami 

istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik 

tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 

sehat. 

5.) Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang 

bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini 

menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. 

6.) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
 

suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
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4. Syarat-syarat Sah Perkawinan 
 

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila 

memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing- 

masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam 

bab I pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Dari  rumusan  di  atas  jelas  bahwa  faktor  agama  merupakan  dasar 

pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan 

itulah   yang   menentukan   sah   atau   tidaknya   suatu   perkawinan.   Dalam 

penjelasan terhadap pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa “tidak ada perkawinan 

diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang 

dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan 

perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi 

orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum 

agamanya sendiri. 

Syarat-syarat perkawinan termuat dalam bab II pasal 6 dan 7 UU RI No. 
 

16  tahun  2019  tentang  perkawinan  perubahan  atas  UU  No.  1  tahun  1974 

tentang perkawinan, yaitu: 

Pasal 6 

1.) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

2.) Untuk  melangsungkan  perkawinan  seseorang  yang  belum  mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3.) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4.) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
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5.) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat 

(2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat 

tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

6.) Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

 

Pasal 7 
1.) Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai 

umur 19 tahun. 

2.) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak 

wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  dengan  alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

3.) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

4.) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 

calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat 

(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 
 

 

5. Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam 
 

Dalam hukum Islam, usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan 

tidak ditetapkan secara mutlak. Akan tetapi di dalam Al-Qur’an Surat An-nur 

ayat 32 mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan 

adalah orang yang siap dan mampu. 

 مهنغي ءارقف اونوكي نإ

  ِ  ِ  م

إ  مائك وأنكحوا ٱلأيمي منكم وٱلصلحين من عبادكم و 

 

ِ  هلضف نم ِ  ٱو ۦ  ٢١    ميلع عسو لل

ِ  ٱ  لل
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang- 
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan
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memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian- 

Nya) lagi maha mengetahui”. (QS. An-Nur [24] : 32). 
 

 

Dalam ayat di atas tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan 

orang-orang yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia 

perkawinan memang tidak disebutkan, tapi bukan berarti secara mutlak Islam 

memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Seorang yang ingin melakukan 

perkawinan harus cukup umur atau disebut dengan baligh, karena seorang yang 

baligh dianggap sudah mampu dalam membina rumah tangga. Namun 

demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, 

tergantung pengaruh biologis, iklim lingkungan sosial, pendidikan, emosi dan 

tanggung jawab. 

Seseorang yang sudah baligh dibebani dengan kewajiban menjalankan 
 

syari’at Islam sepenuhnya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya. Seseorang yang sudah baligh telah mampu memahami mana 

perbuatan yang benar dan mana yang salah. Terdapat ragam pendapat ulama 

mazhab tentang usia seseorang untuk disebut sudah baligh. Mazhab Syafi’i dan 

Hambali   secara   umum   menyebutkan   usia   baligh   untuk   laki-laki   dan 

perempuan adalah 15 tahun. Mazhab Hanafi menerapkan batas minimal dan 

maksimal usia baligh, yaitu batas minimal seseorang disebut sudah baligh adalah 

12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan batas 

maksimalnya yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. 

Mazhab maliki memberikan batasan usia baligh adalah genap 17 tahun 

memasuki 18 tahun atau genap 18 tahun. Dalam hal ini mazhab tersebut tidak 

membedakan batas usia baligh untuk laki-laki atau perempuan. 

Baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya 
 

dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Pada masa ini seorang anak 

sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, namun 

ketentuan  ini  berlaku  apabila  seorang  anak  sudah  sempurna  akalnya.  Jika 

belum maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil 

yang baru tamyiz (sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang
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buruk).  Ada  beberapa  tanda  bagi  anak  dapat  dikatakan  telah  dewasa  atau 

baligh dalam Islam adalah sebagai berikut: untuk laki-laki, tanda yang pertama 

adalah dengan adanya ihtilam, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau 

karena lainnya. Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 59: 

 كلذك

  ِ  ِ  م

منكم ٱلحلم فليستِ  ِ  ذنوا مكا ٱستِ  ِ  ذن ٱلذين من قبله  
إ  ا بلغ ٱلأطفل ذو 

 

ِ  ٱ ِ  هتياء مكل لل ِ  ٱو ۦ  ٩٥    ميكح ميلع لل

 نيبي
 

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka 
(juga) meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. 
Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. An-Nur [24]: 59). 

Dalam hadits riwayat Abu daud No. 2873 menyatakan:  

 

ِ  ِ  تلِ  ا

اِ  ح  

 ِ  د

 

 

ِ  ب  

الِ  يِ  تم

 

Artinya: “Tidak  dinamakan  yatim  setelah  ihtilam  (baligh)”.  (HR.  Abu  Daud, 

dinyatakan hadits hasan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhushshalihin. 

Syaikh Syuaib Al- Arnauth mengatakan Hasan Lighairih). 

 
Tanda   yang   kedua   yaitu   tumbuhnya   rambut   kemaluan,   menurut 

mayoritas ulama mazhab dari kalangan hanbali, maliki, dan Syafi’i baligh juga 

ditandai dengan tumbuhnya rambut kemaluan. Dalam hadits: 

ِ  ِ  نا
ِ  ع ض  

قال
 ِ  
أِ ي
 ِ  ظ

اِ  لِ  ق  
عطِ  يِ  ة

 ِ  

ِ  ع    
عِ  مِ  ِ  ي  

ِ  دال ِ  ملكِ   ِ  ب  
ِ  ع   عِ  ب  

ِ  يان
ِ  سف  

 ِ عِ  ن  
ِ  وكِ  يع  

ِ  نِ  داحِ  دثِ  نِ  ا
دِ  ثِ  ِ  ناه

 ِ بِ  ِ  يِ  له
 ِ  س

ِ  خلأِ ي  

 ِ بِ  ت
 ِ م يِ  ن  

ِ  م  
 ِ  و

ِ  ت
 ِ  ق

ِ  ب
 ِ ن
 ِ  أ

ِ  م  
 ِ كِ  ان  

 ِ يظ
 ِ  ِ قر
 ِ  

ِ  سلم يِ  و  
 ِ  و

 ِ ي
 ِ عل
 ِ  

ِ  ه ِ   اللِ  صِ  لىِ  ِ    
ِ  بي ِ  على لانِ 

أِ ل   سِ  بِ  ِ  يلي ِ  ف   
 ِ بت
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 ِ  ِ ِ  مِ  نِ   لِ  م يِ  ن مِ   ِ  كِ  ِ  ن 

 

Artinya: “Telah  menceritakan  kepada  kami  (Hannad)  berkata,  telah  menceritakan 
kepada kami (Waki’) dari (Sufyan) dari (Abdul Malik Bin Umair) dari 
(‘AthiyyahAl Quradhi) ia berkata: “kami dihadapkan kepada nabi saw pada hari 
quraidhah (yaitu peristiwa pengkhianatan bani quraidhah), disitu orang yang 
sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedangkan orang yang belum 
tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan”. 
(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad). 

 

 

Sedangkan pada perempuan, tanda seseorang telah dewasa atau baligh 

adalah  adanya  ihtilam,  tumbuh  rambut  kemaluan,  usia  tertentu,  keluarnya
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darah haid, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya 

buah dada. Seorang anak yang telah mengalami salah satu dari tanda-tanda yang 

telah disebutkan di atas, maka dianggap telah baligh atau disebut dengan 

mukallaf yang berarti telah dibebani oleh perintah-perintah syari’at. Ia telah 

berkewajiban melakukan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, berhaji 

bila mampu dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam hukum Islam, memang 

tidak menetapkan batas usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan, 

namun kematangan usia  menjadi faktor  penentu layaknya  seseorang  untuk 

melangsungkan perkawinan. 

 

6. Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 
 

2019 
 

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan 

arti perkawinan sebagai berikut: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kaitannya 

dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu 

faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena 

seseorang akan dapat ditentukan apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan 

berbuat atau belum. Karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa 

dan matang dari masing-masing calon. Apabila ditinjau perkawinan dan tugas- 

tugas yang dibebankan kepada istri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman 

dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas 

tersebut beraneka ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil 

sampai melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan 

kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi.” 

Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  usahanya  untuk  menghindari 
 

pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur, telah menentukan batas 

minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. 

Pernyataan  di  atas  sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  undang-undang
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perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 
 

1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur  19 tahun.” 

Pada usia tersebut pada umumnya seseorang sudah bisa dianggap dewasa baik 

secara  fisik  maupun  mental.  Begitu  juga  bagi  pihak  wanita  dilihat  dari 

kesehatan dan reproduksinya untuk melahirkan anak dan keturunan. Adanya 

batas minimal usia untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah harapan 

untuk dapat menghilangkan atau menghapuskan pelaksanaan perkawinan di 

bawah  umur  dan  merebaknya  perceraian.  Sehingga  dengan  demikian  akan 

lebih terjamin keturunan yang semakin baik dan unggul, dapat mengendalikan 

pertumbuhan penduduk yang pesat, serta keabadian keluarga dan kebahagiaan 

keluarga lebih terjamin juga. 

Undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri 
 

harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. 

Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan 

perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Adanya batas 

minimal  dalam  usia  perkawinan  pada  undang-undang  perkawinan  No.  16 

Tahun    2019    tentang    perkawinan    tersebut    adalah    untuk    memberikan 
 

kemaslahatan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini  mengingat  kondisi 

anak  yang  masih  di  bawah  umur  belum  mampu  dan  belum  matang  baik 

mental maupun fisik untuk menjalani akibat perkawinan seperti hamil, 

melahirkan, dan membiayai kebutuhan rumah tangga bagi pria. Belum lagi 

dihadapkan kemasa depan dan pendidikan anak-anaknya serta bagaimana 

membina keluarga dengan baik dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian. 

Melihat adanya beban dan tanggung jawab yang dipikul dalam rumah 
 

tangga tersebut, maka sudah sewajarnya jika pihak-pihak yang akan 

melaksanakan perkawinan harus mencapai umur dewasa, di mana keadaan 

fisik   dan   mentalnya   sudah   mencapai   taraf   kematangan,   jiwa   dan   atau 

rohaninya juga sudah mencapai titik pertumbuhan yang matang dan 

bertanggung   jawab.   Oleh   karena   itu   sudah   sepatutnya   undang-undang
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perkawinan, yaitu bagi pria sudah mencapai 19 tahun dan bagi wanita harus 

sudah mencapai umur 16 tahun diubah menjadi sama-sama berusia 19 tahun bagi 

laki-laki dan perempuan. Karena pada usia tersebut dianggap sudah mempunyai 

kesiapan fisik dan mental. 

Namun  demikian,  meskipun  undang-undang  nomor  16  tahun  2019 
 

perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

menentukan batas usia minimal perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 7 

ayat  (1),  akan  tetapi pasal  tersebut  dapat  dilakukan  adanya  penyimpangan 

dengan meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama. Dispensasi yang 

dimaksud di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam undang- 

undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau 

kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk dapat 

melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai sebagaimana tersebut dalam pasal 7 

ayat: 

1) Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai 

umur 19 tahun. 

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak 

wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  dengan  alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
 

(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 
 

calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat 

(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
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D. Hasil dan Pembahasan 
 

1. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di 
 

Dayah Markaz Al-Ishlah Al-‘Aziziyah 
 

Sebagaimana   pada  umumnya   setiap  manusia   memiliki   rasa   suka, 

tertarik, dan juga rasa cinta terutama terhadap lawan jenis. Rasa-rasa tersebut 

bisa  menimpa  siapa  saja  tak  terkecuali  anak-anak  yang  belum  tergolong 

dewasa (di bawah umur). Hal inilah yang sering menjadi faktor penyebab 

terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur.  Namun  tak  hanya  itu,  ternyata 

penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur mempunyai banyak sekali 

faktornya. Menurut Kepala BKKBN Banda Aceh mengatakan Perkawinan di 

bawah umur banyak terjadi diwilayah perdesaan, akibat tidak memiliki 

pekerjaan dan putus sekolah. 

Beberapa faktor lainnya yang menjadi faktor pendorong terjadinya 

perkawinan di bawah umur adalah yang pertama rendahnya tingkat pendidikan. 

Pendidikan adalah modal utama seseorang menjalani kehidupan. Pendidikan 

juga kunci utama kematangan seseorang untuk menjalani hidup. Dengan adanya 

tingkat kerendahan dalam pendidikan maka seseorang menjadi kurang memiliki 

pengetahuan bahwa melakukan perkawinan di bawah umur beresiko terhadap 

kesehatannya. Kedua Pergaulan, pergaulan juga menjadi salah satu faktor 

terjadinya perkawinan di bawah umur karena dengan pergaulan yang salah atau 

kurang benar seseorang akan mengikuti tindakan dari temannya, termasuk 

tindakan melakukan perkawinan di bawah umur. 

Ketiga takut akan berbuat zina, Karena rasa takut inilah menjadi alasan 

bagi seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Pada seseorang 

yang ingin terhindar dari perbuatan zina ia akan memilih pacaran setelah halal, 

yaitu dengan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu. Keempat hamil diluar 

nikah, faktor hamil diluar nikah menjadikan seseorang terpaksa melakukan 

perkawinan di bawah umur. Karena seseorang yang telah hamil diluar nikah 

akan merasa sangat malu dan tidak mau jika anaknya dilahirkan tanpa sang ayah. 

Dengan begitu, seseorang yang telah hamil diluar nikah harus
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melangsungkan  perkawinan  secepatnya  dengan  laki-laki  yang  mau 

bertanggung jawab atas kandungannya itu. Baik melangsungkan perkawinan 

dengan laki-laki yang telah menghamilinya ataupun laki-laki lain. 

Uraian di atas merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya 

perkawinan di bawah umur secara umum. Adapun hasil wawancara yang 

penulis lakukan dengan para santri dayah Markaz Al-ishlah Al-‘Aziziyah yang 

melakukan perkawinan di bawah  umur dapat disimpulkan beberapa faktor 

penyebab, di antaranya adalah sebagai berikut: Dijodohkan oleh orang tua, faktor 

ekonomi, factor  menjadi beban keluarga,  dan faktor  saling  suka  dan saling 

cinta. 

 

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Perkawinan di bawah Umur 
 

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dikakukan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu 

19 tahun. Dalam undang-undang pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan 

menyatakan  bahwa  “perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  dan 

wanita  telah mencapai  usia  19  tahun”.  Namun apabila  seorang atau kedua 

calon pengantin tidak memenuhi ketentuan undang-undang tersebut untuk 

melakukan perkawinan, maka walinya dapat mengajukan permohonan 

dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dalam undang-udang pasal 7 ayat 

(2) tentang perkawinan menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) 

pasal ini (7), dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 

diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. 

Walaupun  dalam  hukum  Islam  tidak  mengatur  batas  usia  minimal 
 

untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga banyak yang melakukan 

perkawinan  di  bawah  umur  dan  dianggap  sah  menurut  agama,  namun 

tindakan tersebut banyak membawa akibat di kemudian hari, seperti 

meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil 

atau  melahirkan,  kehilangan  kesempatan  pendidikan  karena  kawin  diusia
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muda, dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

Begitupun bagi anak laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur, 

karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan 

cenderung menjadi pelaku kekerasan. 

Dalam peristiwa hukum seperti melakukan perkawinan di bawah umur, 
 

tentu akan menimbulkan akibat bagi pelakunya. Anak yang melangsungkan 

perkawinan di bawah umur dengan mendapat dispensasi dari pengadilan agama 

akan dibebani dengan pelaksanaan segala perbuatan hukum karena dianggap 

telah dewasa, bagi mereka berlaku hak dan kewajiban suami istri. Undang-

undang perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan dalam kompilasi 

hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai dengan pasal 84, yakni: 

1) Bahwa  suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan 
 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 

dari susunan mayarakat 

2) Hak  dan  kedudukan  suami  istri  adalah  seimbang  dalam  kehidupan 
 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
 

3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, suami istri wajib 

saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi lahir batin satu 

sama lain. 

4) Suami   wajib   melindungi   istrinya   dan   memberikan   segala   sesuatu 
 

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
 

5) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
 

6) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- 

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani, maupun 

kecerdasan dan pendidikan agamanya. 

 

Namun pada faktanya tidak semua orang memahami dan menjalankan 

hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Padahal hak dan kewajiban 

tersebut sangatlah penting bagi kelangsungan rumah tangga. Dengan 

menjalankan atau memenuhi hak dan kewajiban masing-masing oleh suami
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istri akan terwujudnya tujuan suatu perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga 

yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Walaupun suami istri masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut 

ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Sesuai 

dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34: 

٢٧…م

 ِ  ِ  

ٱلرجال قومون علي ٱلنساء بما فضل ٱِ  لل بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموله

 

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 

dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”. (QS. 
An-Nisa [4]: 34). 

 

 

Kedudukan suami lebih tinggi dari istri dalam rumah tangga, karena 

suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin 

mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  lebih  dari  warga  yang  ada  di  dalam 

rumah tangga. Pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih 

lincah serta cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan. 

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir ibnu katsir, yang dimaksud dari  
 ِ اِ  الرأِ جال  

أِ ساء

أِ الن  

على

 ِ  
 ِ ِ  مون  

ِ  قوا  
adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita.

 

Artinya dalam rumah tangga, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang 

harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya 

seorang  istri  mentaati  suaminya  jika  memerintahkannya  dalam  kebaikan. 

Akibat lainnya yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur adalah 

sebagai berikut: 

a.  Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus 
 

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam 

kehidupan berumah tangga bagi suami istri karena belum masak jiwa 

raganya. Perkawinan yang sukses biasanya ditandai dengan kesiapan 

memikul tanggung jawab. Apabila seseorang telah memutuskan untuk 
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melakukan perkawinan, maka haruslah siap untuk menanggung segala 

beban yang timbul akibat adanya perkawinan, seperti mencari nafkah,
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membiayai pendidikan anak, dan melindungi keluarga. Kedewasaan 

seorang  ibu  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan  anak, 

karena ibu yang telah dewasa akan lebih terkendali emosi maupun 

tindakannya dibandingkan dengan ibu yang belum dewasa. Ibu yang 

belum dewasa belum dapat mengontrol emosinya sehingga tidak bisa 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b. Dampak lain yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia muda dari sisi 
 

kesehatan adalah meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau saat 

melahirkan karena usia yang masih sangat belia, organ reproduksi yang 

belum siap atau belum matang untuk melakukan reproduksi beresiko 

terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ. 

c.  Dampak dari segi pendidikan, yaitu kehilangan kesempatan pendidikan 
 

karena melakukan perkawinan di usia muda. Seseorang yang melakukan 

perkawinan di bawah umur akan terhambat untuk memperoleh 

pendidikan, sehingga kehilangan kesempatan untuk berprestasi dan 

berkembang karena ia dituntut dengan tanggung jawab dalam rumah 

tangganya sebagai suami istri dan sebagai orang tua. 

d. Dari segi psikologi, rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga 
 

karena ketidakmatangan emosi dalam melakukan perkawinan, cenderung 

akan menjadi pelaku kekarasan dalam rumah tangga. 

 

Ada  beberapa  dampak  yang  ditimbulkan oleh  perkawinan  di  bawah 

umur. Selain menimbulkan dampak negatif, perkawinan di bawah umur juga 

menimbulkan dampak positif yaitu: 

a. Dukungan  emosional.  Dengan  dukungan-dukungan  emosional  maka 

dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap 

pasangan. Dukungan emosional adalah dukungan dari ekspresi seperti 

perhatian, empati, dan turut prihatin kepada seseorang. Dukungan ini akan   

menyebabkan   penerima   dukungan   merasa   nyaman,   tentram
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kembali, merasa dimiliki dan dicintai ketika mengalami stress, memberi 

bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal dan cinta. 

b. Dukungan keuangan dan instrumental. Dengan melakukan perkawinan 

diusia dini, dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih 

sedikit dan hemat. Dukungan instrumental adalah dukungan berupa 

bantuan secara langsung dan nyata seperti memberi atau meminjamkan 

uang atau membantu meringankan tugas orang yang sedang stress. Dengan 

melakukan perkawinan, maka seseorang terutama istri akan mendapatkan 

hak nafkah dari suaminya yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

suami. 

c. Kemandirian. Dengan berada jauh dari rumah, maka menjadikan mereka 

bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka 

secara  financial  dan  emosional.  Mereka  akan  belajar  untuk  menjadi 

dewasa dengan menghadapi dan menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan dalam rumah tangga mereka sendiri. 

d. Belajar  memikul  tanggung  jawab  di  usia  dini.  Banyak  pemuda  yang 

waktu masa sebelum melakukan perkawinan tanggung jawabnya masih 

kecil dikarenakan ada orang tua mereka, di sini mereka harus dapat 

mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada orang tua. Dengan 

begitu, mereka  akan lebih memperhatikan  tanggung  jawabnya  sebagai 

suami/ istri karena ada seseorang yang telah dibebani kepadanya. 

e. Terbebas   dari   perbuatan   maksiat   seperti   zina   dan   lain-lain.   Zina 
 

merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang diharamkan dalam 
 

Islam. 
 
 

E. Kesimpulan 
 

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat 

disimpulkan bahwa Pekawinan di bawah umur adalah perkawinan yang 

dilakukan pada usia dini atau di bawah   usia yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang no. 16 tahun 2019. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
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terjadinya perkawinan di bawah umur di dayah Markaz Al-Ishlah Al-‘Aziziyah 

yaitu: faktor dijodohkan orang tua, faktor ekonomi, faktor merasa diri menjadi 

beban keluarga, dan faktor saling suka dan saling cinta. 

Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, rata-rata dari 

mereka hidup dengan kondisi yang tergolong cukup, dan mampu saling 

melengkapi satu sama lain. Mereka tidak mengalami kehidupan yang 

menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai beban dalam berkeluarga. Ada 

banyak hal positif dari menikah dengan usia yang dini, namun hal tersebut 

tidak menjanjikan keadaan mereka stabil ketika mereka mempunyai keturunan 

dan menghadapi peliknya keadaan perekonomian. Ada banyak hal negative 

yang akan terjadi di kemudian hari baik itu secara fisik ataupun secara mental. 

Sangatlah bermanfaat jika mereka mengikuti program pendidikan parenting 

demi mematangkan kepribadian mereka, agar treciptanya keseimbangan jiwa 

dan raga dalam membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan 

warahmah.
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